VRLIREE R TR THAR IO

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 3 TAHUN 1996 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a.bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan secara bardaya guna dan berhasil guna
khususnya yang menyangkut bidang perkebunan serta sesuai
dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1994
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan -
Daerah dipandang perlu membentuk Dinas Perkebunan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; '

b.bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan
pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan
Daerah..

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ; ( Lembaran )
2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Tahun )

. 7),

Indonesia N°m;$gfah) Nomor 45 Tahun 1992 tengy,

3.Peraturan  Pe Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada daerg;
P?nyelenggamaﬂ baran Negara Republik Indon_es1a. tahun 199,
Irmgkat :; a’i‘jnmbahan Lembaran Negara Republik Indoneg,

omor 49,

Nomor 3186); : :
4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentan,

enyelenggaraan organisasi Dinas daerah; -

s.ﬁe’;ﬁmﬁgmm Dalam Negeri Nomor 97 talun.1993 tentang

Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

; i Nomor 7 Tahun 1994 tentap

6.Keputusan Menteri Dalam Negeri g

Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah ;
7.Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomg;

3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah di Bidang Perkebunap

Kepada Daerah Tingkat II ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 3 )

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab .
Tingkat IT Sukoharjo | Flpaten s

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN p

SUKOHARJO TENTANG PEMBENTU'[?EN # TINGKAT
DAN TATA KERJA DINAS PERKE
DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

BAB 1
KETE_INTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

a.

b.

Daerah adalah Daerah kabupaten Tingkat IT Sukoharj o
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa[en d,
Sukoharjo; e

'In
Bupati kepala Daerah adalah Bupati Kepala da lngkat II
Sukoharjo: *tah
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d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo;
e. Dinas Perkebunan adalah Dinas perkebunan Kabupaten daerah Tingkat

II Sukoharjo;
f. Kapala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah

Tingkat II Sukoharjo ;

BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan .

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di

bidang perkebunan.
(2) Dinas Perkebunan Dipimpin oleh secrang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4 |

Dinas Perkebunan mempunyai uigas menyelenggarakan urusan rumah
tangga Daerah dan tugas pembantuan yang di berikan Pemerintah dan atau
Pemerintah daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebunan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerqh ini,
Dinas Perkebunan mempunyai fungsi : .

a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
pembimbingan Teknis di bidang perkebunan;
pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;

penyuluhan perkebunan;
. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;

ditetapkan oleh

b
C.
d
e
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ifik Daerah sesuai dengan,
kebunan Specl .
an kondisi lingkungan khk_l:]Sl;s suaalt; u?:nerah’
teknologl v
iian teknologi dalam rangka penerapan tc g
penguji

i kebunan;
L. pelaksanaan urusan tata usah Dn_la; Ii’z;s e
i. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola dan Sususnan Organisasl

Pasal 6

: r
f. penelitian dalam bidang P€

masalah, kepentingan d

Organisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola Maksimal.
Pasal 7 - ‘

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:
a. Kepala Dinas; |
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengembangan;
d. Seksi produksi;
e. Seksi Penyuluhahn ;
f. Seksi Usaha tani:
g- Seksi Perlindungan Tanaman ;
h. Cabang Dinas;
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
J. Kelompok Jabatan F ungsional . ,
(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri darj 4 (empat ) Urusag
Pengembangan, Seksi Pro.duksi, .Seksi Usaha T (_langkan Seksi

merupakan sebagian yang tak terpisahakan, ty . Vg (1_)
_ orei, ¢
" nj
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Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas. dan fungsi sebagaimana |
dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan daerah ini .

Bagian Ketiga
Sub Bagian tata Usaha

Pasal 9

qub bagian tata. Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pa'sal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pda pasal 9 Peraturan Daerah ini,

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : _

a. perencanaan program dan laporan serta pembinaan Organisasi dan Tata
laksana;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;

c. pengelolaan administrasi keuangan ;

d. pengurusan Surat-menyurat, kearsipan dan perlengkapan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Perencanaan;
b. Urusan Kepegawaian;
¢. Urusan Keuangan ;
d. Urusan umum. it
2) Urusan-urusan ~ sebagaimana ~ dimaksu .
( )maSing-masing dipim;g)in oleh seorang Kepal? yz}rngtatgzgz -dl
dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub bagian 12

" Pasal 12

ayat (1) Pasal ini,
d bawah

as melakukan pengumpulan,

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tug an bahan perumusan

analisis dan penyajian data statistik, penyiap
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rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta pembinaan
organisasi dan tatalaksana . . '

(2) Uxisan Kepegawaian mempunyual tugas melakukan penylap?n b
penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan Pegawai, myyg
pegawai serta tata usaha kepegawaian. ¥

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, menylagkan bahap
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Ding

Pembukuan, Perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengun
perbendaharaan.

(4) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat,
kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan. .

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan

Pasal 13
Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksakan sebagian tugas Dinas
Perkebunan di bidang pengembangan tanaman dan’ pelestarian sumber
daya alam . |

. Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebyt |
ini, seksi Pengembangan mempunyaj Funglg?:ia Pasa] 13 Peral‘uran daerah
a. identifikasi potensi lahan dalam
fikasi, rehabilitasi dan perluasan /
b. bimbingan, penyiapan dan pem
bunan;
& perencanaan diversifikasi, intensiﬁkasi, rehabis. .
majaan tanama perkebunan, titag;

rangka pro ‘o

. vers .. 5
Peremajaan tanamgy, p;ﬁ]I:asls Intensi-
antapa_n lahan i T, ebu_nan;

"anaman perke-

2 perl[las
an / ¥
Pasal 15 pere

(1) Seksi Pengembangan terdiri darj :
a . Sub Seksi Peyiapan dan Pemanlapan
b. Sub Seksi Diversifikasi ; Lahan;

c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan.
d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabiligyg;
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(2) Sub .Seksi-. S}lb s.eksi sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing
-masing dlpl.mpln oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
pertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan .-

Pasal 16

) Sub Seksi Penyizjlpan dan Pemantapan Lahan mempuyai tugas
melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanaman
pekebunan. ;

(2) Sub Seksi Difersifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik tanaman
perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan
perkebunan. . | .

(3) Sub Seksi perluasan dan peremajaan mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dalam rangka ‘perluasan dan peremajaan tanaman per-
kebunan. RS

(4) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksa-
nakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan
rehabilitasi tanaman perkebunan. '

- Bagian Kelima
Seksi Produksi
Pasal 17

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan.

Pasal 18

Untuk menyerenggarakan tugas tersebut pada pasal 17 Peraturan Daerah

ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi:

a. pengawasan pengadaan penyaluran benih dan bahan tanaman pembi-
naan penangkaran benih, pemeliharaan kebun induk;

b. pembimbingan dan pemantauan Lultur teknis budidaya tanaman

tahunan: |
c. pembimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman semu-

sim termasuk tanaman tumpang sart;
d. penyebaran prototipe, percobaan dan pen
naan alat dan mesin pertanian;

gkajian penerapan penget-
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pasal 19

i Produksi terdii dari

(1) seksi Produksi ter .
( a. Sub seksi Bahan Tan'f';nhﬂan;

b. Sub Seksi Tanaman i

c. Sub Seksi tanaman Sem'us. ;

d. Sub seksi Alat dan Mesin; : s i) sl (1)e Pisal f
(2) Sub  seksi-sub seksi 'seb?gl?lsne?)nr:ng Kepala yang berada di bawgl

masing-masing dipimpin ol€ ' '

dan be%'tanggung jawab kepada Kepala Seks

Pasal 20

(1) Sub seksi Bahan tanaman mempunyai tugas melaksaﬂakdf;ﬂn blml.)mgaz?

pengadaan benih/ bahan tanaman, pengawasan muftu semjik. 1
- benil/ bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkaran benih. |

(2)Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi pengolahan
dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka
meningkatkan produksi tanaman tahunan_

(3) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksankan bim-
bingan teknis budidaya, penggunaaan sarana produksj, pengolahan dan
pengawasan kesuburan dan produktifitas dalam rangka menin
katkan produksi tanaman semusim. g

(4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas me]
prototipe, alat dan mesin yang direkomengasikanaliﬁmkan Penyebaran
dan pengkajian penerapannya, melakukan identifikag; . PeTCObaan
di bidang peralatan mesin dan sarana pengolahan Sérta blmbingan

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan
Pasal 21

Seksi Penyﬁluhan mempunyai tugas melaksanakap sebags
Perkebunan di bidang penyuluhan. Slan tugas .
Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pagy) 2]
ini, Seksi penyuluhan mempunyai fungsi: pe"ahuan

Yaeryy,
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penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan
osial ekonomi.

gunaan dan bimbingan tenaga penyuluh ;
lembagaan petani ;

lahan dan pembimbingan pendaya-

pelaksanaan
serta rekayasa S
p. perencanaal, pendaya
pembinaan dan pengembangan ke
4. perencanaan, pengadaan, Pengo

gunaan sarana penyuluhan ;
canaan, pengadaan, Pengo

bangan meteri penyuluhan .
Pasal 23

a.

o

lahzin dan pembimbingan pengem-

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari:
a. Sub seksi Tata Penyuluhan;
b.sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

(2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin
oleh seorang Kapala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada kepala Seksi Penyuluhan .
Pasal 24

(1) sub Seksi tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam
penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode
dan sistem kerja penyuluh, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial
ekonomi,pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta suverfisi
pelaksanaan penyuluhan.

(2) Sub Seksi kelembagaan, Tenaga dan sarana mempunyai tugas
menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyulub,
merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan,
memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan
pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam
pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan
kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta
penyimpanan materi penyuluhan.

Bagian Ketujuh

Seksi Usaha Tani
Pasal 25
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i Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugag Din{
a i ;

Seksi U gusaha tani.

Perkebunan di bidan

tuk menyelenggamkan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan daefah
}rJ\? seksi Usaha Tani mempunyal fungst : "y _ ,

\ erencanaan, bimbingan, pengawasan, pem aa a.n .sum er day "
: Is)arana usaha, pembinaan kelembagaan dan agrobisnis;

informasi komoditi potensial ;

b. pelayanan, perijinan dan . _ o
c. pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian inf,,

masi data / harga pasar.
Pasal 27

(1) seksi Usaha Tani terdiri dari:
a. Sub Seksi Sumber Daya;
b. Sub Seksi Perijinan;
c. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran .

2) Sub. Seksi-_sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala 1
! | yang bera
dan bertanggunga jawab kepada Kepala Seks; Usahaang‘anj w8 bl

Pasal 28
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Bagian Kedelapan
Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 29

. _rlindungan Tanaman mempunyai tugas melak
seksi PEF : : sanakan sebagian
xebunan dalam bidang perlindungan tanaman Pel‘kebunsn,

gas Dinas per.
~ Pasal 30
Jenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah

Untuk MY

i, Geksi perlindungan Tanaman mcmpunyai fungsi:

a. bimbingan dan pengawasan penggunaan, Peﬂ)’aluran. dan
penyimpanan bahan perlindungan tanaman ;

p. pengamatan, peramalan, pengendalian dan eradiksasi organisme
penggangu tanaman ; :

c. pengujian pestisi-da dan residu pestisida yang terkandung dalam tana-
man, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

Pasal 31
Tanaman terdiri dari:

(1) seksi perlindungan
a.Sub Seksi sarana Perlindun
b.Sub Seksi Pengamatan dan

gan Tanaman;
Peramalan Organisme Pengganggu Tana-

c.sub Seksi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
4.Sub Seksi Konservasi Tanah dan air;
(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana
masing-masing dipimpin oleh seoran
dan bertanggung jawab kepada kepala seksi P
Pasal 32

Perlindungan Tanaman Mem
dan bimbingan bahan dan peralatan

sme Pengganggy
imbingan

dimaksud ayat (1) Pasal ini,
g Kepala yang berada di bawah
erlindungan Tanaman.

(1) Sub Seksi Sarana punyai tugas melak-
perlindungan

sanakan pembinaan

tanaman. _
(2) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organ!
. akan pembmaan dan b

Tanaman mempunyal
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pengamatan dan peramalas of ganisme penggy,

&,
170 rganisme Pengganggu Tanaman melnp
an pembinaan, pengawasan, pengendali;:
kebunan. :
an tanaman per . e NS .
g . gg : r%i: dan air meml?unyal.tug.as membua
Seksi Kons | dan memberikan bimbingan perlint

(4) Sub : 7
/ petunjuk operasion S .
dpﬁﬂzr:na?anmzan ;mg dikaitkan dengan pelestarian tanah dan air,

Bagian Kesembilan.
© Cabang Dinas

Pasal 33

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang tetapkan oleh Mente;

Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh ‘
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagaimana
unsur pelaksana Teknis operasional Dinas . SR
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seo '
: : rang Kepala
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal Din:sp s

Pasal 35 ‘

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk - |
. B 1
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. “rdasarkan kriteria yang

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsiong)

Pasal 36

(l)Kelf)mpok jabatan Fungsional mempunya;
kegiatan teknis perkebunan dibidang keahli;;u);z::1 fugas Me] ‘
(2) .Kelompok Jabatan Fungsional segaimana dimakaslng‘_masin Seanakin
ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsinnalsu;i ‘ ayi (1
.()r ) Pasal

kelompok yang berada dibawah dan bertan .
S0 Jaway | Mk geepyg
adg K
€pala
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Dinas dan atau Kapala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ber -
Sangklltan-

Pasal 37

1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 36

peraturan daerah ini, dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai

dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior.

) jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja. -

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Pera-
turan perundang-undangan yang berlaku. '

BABV
TATAKERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perkebunan Unit pelaksana

teknis Dinas, Kelompok Jabatan fungsional dan Cabang Dinas Wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai
dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati Kepal Daerah.

(2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membim-

bing dan mengawasl pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana,
yang berada dalam lingkungan dinasnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

' i rta susunan kepegawaian diatur
Jenjang jabatan dan kepangkatan S€

kemudian sesuai dengan Kketentuan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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pasal 41

um diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diagy, 4
Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya ih

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengy,
dangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran
daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. :

Hal-hal yang bel
lanjut oleh Bupall

Ditetapkan di Sukoharj,
pada tanggal 5 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
B
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II UPATIKEPALA D AERAH TINGKATII

SUKOHARJO | SUKOHARJ()
KETUA

td

SOEBENI
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DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubermnur Kepala Dacrah Tingkat
Jawa Tengah
Tangggal : 3 Nopember 1995 No : 188.3/334/1995
An: SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT 1
— JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

ttd

SUTJI_ASTOTO, SH
Penata tingkat |
NIP 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 1 Sukoharjo
Nomor : 3 Tahun 1996 Seri D No. 3
Pada tanggal : 3 Januari 1996
Sekretaris Wilayah /Daerah

ttd

Pembina Tingkat I
NIP 010 071 319
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